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Abstract

This research aims to examine the role of mass media in increasing public
awareness of the dangers of corruption. Corruption is one of the big problems that hinders
the development and welfare of society, so public understanding of the negative impacts
of corruption is very important. Mass media, as a broad and easily accessible information
channel, has great potential in spreading anti-corruption messages. Through a qualitative
approach, this research analyzes how mass media, both print, electronic and digital,
convey information and build public awareness about the dangers of corruption. The
research results show that the mass media plays an important role in shaping public
opinion, educating the public, and motivating them to get involved in preventing and
eradicating corruption. However, challenges in maximizing the role of mass media also
need to be taken into account, such as the diversity of information sources and political
interests which can affect the objectivity of reporting. Therefore, it is important for the
mass media to continue to strengthen its commitment to disseminating accurate
information and educating the public to be more critical of corrupt practices.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media massa dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Korupsi
merupakan salah satu masalah besar yang menghambat pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai dampak
negatif korupsi menjadi sangat penting. Media massa, sebagai saluran informasi
yang luas dan mudah diakses, memiliki potensi besar dalam menyebarkan
pesan-pesan anti-korupsi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini
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menganalisis bagaimana media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital,
menyampaikan informasi dan membangun kesadaran publik tentang bahaya
korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa berperan penting
dalam membentuk opini publik, mengedukasi masyarakat, dan memotivasi
mereka untuk terlibat dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Namun,
tantangan dalam memaksimalkan peran media massa juga perlu diperhatikan,
seperti keberagaman sumber informasi dan kepentingan politik yang bisa
mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Oleh karena itu, penting bagi media
massa untuk terus memperkuat komitmennya dalam menyebarkan informasi
yang akurat dan mendidik masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik-
praktik korupsi.

Kata Kunci: Media Massa, Edukasi Masyarakat, Bahaya Korupsi

Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh
negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai sebuah tindakan
penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pemanfaatan jabatan atau posisi
untuk keuntungan pribadi, korupsi merusak fondasi demokrasi, menghambat
pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Meski upaya
pemberantasan korupsi telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tingkat
prevalensi korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa
penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan langkah-langkah hukum
semata.

Korupsi merupakan masalah global yang mempengaruhi banyak
negara, dengan penyebabnya yang bervariasi tergantung pada konteks yang ada.
Media sering kali menyoroti kasus-kasus korupsi yang melibatkan
penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Padahal, korupsi sebenarnya
bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga
yang lebih kompleks. Korupsi sering kali dihubungkan dengan aspek politik,

ekonomi, kebijakan pemerintahan, serta isu sosial, internasional, dan
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pembangunan nasional. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak pejabat
pemerintah yang tertangkap karena terlibat dalam tindakan korupsi (Putri,
2021).

Kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk korupsi dan
pentingnya melawan tindakan tersebut perlu diperkuat. Dalam konteks ini,
media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini
publik dan memengaruhi sikap masyarakat terhadap isu-isu sosial, termasuk
korupsi. Media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak luas
dan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, sehingga
dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan kesadaran akan bahaya
korupsi.

Media massa beroperasi secara independen dari pemerintah, meskipun
pemerintah memiliki peran dalam menjamin kebebasan media. Dengan kata
lain, media harus tetap berfungsi sebagai pengawas (watchdog), bukan sebagai
pengikut pemerintah (lapdog) atau alat serangan (attack dog). Sebagai pengawas,
media memantau kegiatan pemerintah setiap hari, yang membantu masyarakat
dalam menilai kinerja pemerintah. Pemberitaan harus melampaui apa yang
disampaikan oleh pejabat atau juru bicara mereka, untuk memberikan penilaian
yang objektif terhadap kinerja pemerintah sekaligus berfungsi sebagai bentuk
pengawasan (Coronel dalam Natalia, 2019).

Media massa, baik melalui televisi, surat kabar, radio, maupun platform
digital, dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan memberikan
pendidikan yang diperlukan kepada masyarakat. Dengan menyajikan informasi
tentang dampak negatif korupsi, media dapat membantu masyarakat untuk
lebih memahami kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi, baik dalam
konteks individu maupun negara. Selain itu, media juga memiliki peran sebagai

pengawas yang menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta
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lembaga-lembaga publik lainnya, dengan mengungkapkan kasus-kasus korupsi
yang terjadi di berbagai sektor.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi sangat penting, sehingga masyarakat diberikan hak untuk mencari,
memperoleh, dan menyampaikan informasi terkait dugaan tindak pidana
korupsi kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.
Partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi, sangat diperlukan sebagai kontrol
sosial yang berfungsi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
serta menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bebas dari
korupsi (Seuk et al., 2023).

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk menciptakan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Hal ini bukan
hanya tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan masyarakat
serta semua komponen bangsa. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk
melakukan kontrol sosial terhadap praktik pemerintahan. Masyarakat
seharusnya tidak hanya berperan sebagai objek dalam penyelenggaraan negara,
tetapi juga sebagai subjek yang aktif. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat
dapat berjalan dengan baik, pengaturan terkait hal ini dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, khususnya dalam Bab V tentang peran serta masyarakat. Pasal 41
menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu upaya
pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi
(Muchsin, 2019).

Peran media massa sangat strategis dalam membentuk kesadaran

masyarakat terkait hukum dan etika. Melalui pemberitaan dan penyampaian
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informasi yang konsisten dan mendidik, media memiliki kekuatan untuk
membentuk pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu
krusial, termasuk persoalan korupsi. Edukasi yang disampaikan media tentang
bahaya korupsi, dampak buruknya terhadap kehidupan sosial, serta pentingnya
ketaatan pada hukum, secara langsung berkontribusi dalam membangun
pemahaman publik yang lebih mendalam mengenai kerusakan yang
ditimbulkan oleh tindakan koruptif.

Lebih dari sekadar meningkatkan pemahaman, media massa juga
diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan budaya hukum di
Indonesia yakni menggeser pola pikir masyarakat dari sikap permisif terhadap
pelanggaran hukum, menuju sikap aktif dan bertanggung jawab dalam
menegakkan nilai-nilai integritas. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi
tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai beban pemerintah semata, melainkan
sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, media
memiliki peran penting sebagai katalis dalam membentuk budaya sosial yang
lebih sadar hukum, antikorupsi, dan bertanggung jawab demi mewujudkan
Indonesia yang bersih dan bermartabat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskripfit kualitatif dengan
pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk
mendapatkan pemahaman tentang peran media massa dalam meedukasi
masyarakat terhadap bahaya korupsi. Pendekatan kepustakaan merupakan jenis
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui
berbagai dokumen, seperti buku referensi, artikel, jurnal, dan hasil penelitian
sebelumnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti (Sari & Asmendri,
2020). Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara

sistematis untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Pengumpulan data dilakukan
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dengan observasi serta penelitian kepustakaan, yang bersumber dari kajian
dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai peran media massa dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap bahaya korupsi.

Pembahasan

Media Massa Sebagai Sistem Pengawasan

Media massa berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat
dan pemerintah untuk memberikan umpan balik. Melalui media massa,
masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah,
sementara pejabat publik juga dapat mengetahui pandangan atau opini
masyarakat terhadap kinerja aparatur negara. Dengan demikian, media massa
menjadi alat yang digunakan oleh keduanya untuk berinteraksi. Masyarakat bisa
mengakses berbagai informasi tentang peristiwa yang terjadi, bahkan di luar
negeri. Selain itu, media massa memungkinkan masyarakat untuk
menyampaikan opini, keluhan, kritik, serta saran mengenai berbagai hal,
sehingga media massa memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat.
Penggunaan media massa dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk
karakteristik tertentu. Sebagai konsumen informasi, masyarakat berhak untuk
memilih, mengolah, dan mengontrol apa yang mereka terima, agar tidak
mengonsumsi informasi mentah tanpa mengetahui kebenarannya (Saputri et al.,
2023).

Media massa merujuk pada saluran komunikasi yang digunakan untuk
menyampaikan informasi ke sejumlah besar audiens, seperti surat kabar, televisi,
radio, majalah, dan internet. Media massa memainkan peran penting dalam
penyebaran informasi, membentuk opini publik, serta mengawasi berbagai

aspek dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengawasan
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(monitoring) dalam konteks media massa adalah proses pemantauan dan
penyampaian informasi mengenai kegiatan yang berlangsung di masyarakat,
termasuk kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan, tindakan individu, dan
kejadian-kejadian penting lainnya. Media massa menjadi alat yang efektif untuk
mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang mungkin tersembunyi atau tidak
diungkapkan oleh pihak-pihak terkait.

Media massa merupakan pilar keempat dalam sistem negara yang
menganut demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Media massa
berfungsi sebagai pengawas (watchdog) yang dapat diandalkan untuk
mengungkap kebenaran, kebohongan, serta penyalahgunaan kekuasaan yang
dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Selain itu, media massa juga
berperan sebagai saluran informasi yang benar dan terpercaya, agar masyarakat
memperoleh pengetahuan dan tetap update dengan perkembangan terkini.
Banyak peran penting yang dimainkan oleh media massa dalam menjalankan
fungsi pers untuk mewujudkan sistem negara yang demokratis (Poti, 2011).

Peran media massa sangat penting dalam menyampaikan informasi dan
kebijakan pemerintah. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi
komunikasi, metode komunikasi juga mengalami kemajuan yang signifikan.
Meskipun demikian, inti dari semua perkembangan tersebut tetap sama, yaitu
komunikator menyampaikan pesan, ide, dan gagasan kepada masyarakat
(Makhshun & Khalilurrahman, 2018). Sehingga penggunaan media massa pada
era sekarang ini sangat mendukung dalam hal penyampaian informasi kepada
seluruh elemen masyarakat. Selain untuk menyampaikan informasi, media
massa juga dapat dimanfaatkan untuk sistem pengawasan.

Peran kedua media massa adalah mendidik (to educate). Melalui
pemberitaannya, media berusaha memberikan pencerahan, mencerdaskan, dan

memperluas wawasan pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dalam konteks
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politik, media berperan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,
menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Peran
ketiga adalah menghibur (to entertain). Aspek hiburan sering muncul di media
massa, seperti berita tentang selebriti, teka-teki silang, cerita bersambung, dan
lainnya, yang menjadi selingan dari berita-berita yang lebih serius. Peran
keempat adalah mempengaruhi (to influence). Media yang independen dan bebas
memiliki kekuatan untuk mempengaruhi serta menjalankan fungsi kontrol
sosial. Kontrol ini tidak hanya ditujukan kepada penguasa, pemerintah,
parlemen, institusi pengadilan, dan militer, tetapi juga melibatkan berbagai
aspek dalam masyarakat itu sendiri (Poti, 2011).
Berdasarkan uraian tersebut, sebagai sistem pengawasan media massa
memiliki fungsi atau peran diantaranya yaitu sebagai berikut:
1. Memonitor Kinerja Pemerintah
Media massa berfungsi sebagai penjaga demokrasi dengan mengawasi
kebijakan dan kinerja pemerintah, melaporkan ketidakberesan, korupsi, atau
kebijakan yang merugikan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan
kekuasaan untuk memastikan pemerintah bekerja sesuai amanah rakyat.
2. Menyuarakan Kepentingan Publik
Media massa memberikan suara kepada masyarakat yang tidak memiliki
saluran untuk menyampaikan keluhan atau pendapat. Melalui laporan
investigasi atau pemberitaan, media mengungkap masalah penting yang
membutuhkan perhatian publik dan pemerintah, seperti ketidakadilan,
diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia.
3. Membangun Kesadaran Publik
Media berfungsi untuk mendidik dan memberikan informasi yang penting
mengenai isu-isu sosial, lingkungan, dan budaya. Dengan mengedukasi

publik, media dapat meningkatkan kesadaran tentang permasalahan yang
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mungkin terabaikan dan mendorong masyarakat untuk bertindak demi
perubahan positif.

4. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Korporasi
Media juga berfungsi mengawasi tindakan perusahaan dan badan usaha yang
dapat merugikan masyarakat atau lingkungan. Misalnya, perusahaan yang
merusak lingkungan atau melanggar aturan ketenagakerjaan dapat
diberitakan untuk mendorong perubahan yang lebih adil dan bertanggung
jawab.

5. Penyebaran Informasi yang Transparan
Media membantu menyebarkan informasi yang transparan dan akurat. Di
dunia digital yang semakin terhubung, media massa juga berperan dalam
memerangi penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik dan
mempengaruhi keputusan masyarakat secara negatif.

Media massa berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan
transparansi dalam pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Sebagai sistem
pengawasan, media massa tidak hanya mengungkapkan kebijakan atau tindakan
yang merugikan publik, tetapi juga memerangi penyalahgunaan kekuasaan,
ketidakadilan, dan penyebaran informasi palsu. Dengan menyampaikan
informasi yang akurat dan mengawasi berbagai sektor, media membantu
menciptakan lingkungan yang lebih adil, bertanggung jawab, dan demokratis.
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Korupsi

Korupsi telah menjadi permasalah bangsa yang belum bisa diatasi secara
maksimal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan
pribadi atau kelompok yang melanggar hukum dan etika. Tindakannya bisa
berupa suap, pemerasan, penggelapan, atau penyalahgunaan jabatan untuk
kepentingan pribadi. Korupsi merugikan negara, masyarakat, dan menghambat

pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.
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Menurut peraturan hukum di Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai
tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri
atau orang lain, baik individu maupun perusahaan, yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Tindak pidana korupsi terdiri dari 30 jenis pelanggaran yang
dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap
menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, penipuan, benturan
kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Secara umum,
korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan posisi atau jabatan resmi untuk
kepentingan pribadi. Setiap bentuk pemerintahan atau lembaga pemerintahan
memiliki potensi untuk terjerat korupsi dalam praktiknya. Tingkat keparahan
korupsi pun bervariasi, mulai dari yang paling ringan, seperti penggunaan
pengaruh dan dukungan untuk memberi atau menerima bantuan, hingga
korupsi yang lebih serius dan terstruktur (Putri, 2021).

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan pengakuan
masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta penerapan aturan tersebut
dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya kesadaran hukum dapat mendorong
masyarakat untuk mematuhi hukum, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung
jawab terhadap peraturan yang ada, termasuk dalam usaha mencegah dan
memberantas korupsi. Dengan kesadaran hukum yang baik, masyarakat akan
lebih sensitif terhadap tindakan korupsi dan lebih berani untuk melaporkan atau
menentangnya.

Dalam ilmu hukum, terdapat berbagai pendapat mengenai kesadaran
hukum. Salah satu rumusan yang berkembang menyatakan bahwa sumber
utama dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum berasal dari kesadaran

hukum masyarakat. Pendapat ini mengungkapkan bahwa perasaan dan
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keyakinan hukum yang dimiliki individu dalam masyarakat membentuk dasar
dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, pendapat tersebut
juga menyatakan bahwa kesadaran hukum individu terkait dengan peristiwa-
peristiwa tertentu akan mempengaruhi kesadaran hukum secara lebih luas
dalam masyarakat (Usman, 2015).

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap
peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah
ketidakadilan, serta menjaga ketertiban dan keamanan negara. Kesadaran
hukum yang tinggi di kalangan masyarakat akan berkontribusi pada
pembangunan negara dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kontribusi masyarakat misalnya ikut
berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dari level yang paling
bawah. Mengingat korupsi merupakan perbuatan yang sangat membahayakan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk menciptakan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Hal ini bukan
hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi juga masyarakat
dan seluruh komponen bangsa. Diperlukan peran aktif masyarakat untuk
melakukan kontrol sosial terhadap praktik pemerintahan. Masyarakat tidak
hanya berfungsi sebagai objek dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga harus
dilibatkan sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat dapat
berjalan dengan teratur, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam Bab V

tentang peran serta masyarakat. Pasal 41 menyatakan bahwa masyarakat dapat
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berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan tindak pidana korupsi (Muchsin, 2019).

Peran serta masyarakat tersebut dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi yang berisikan sebagai berikut:

Ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢;

2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seiring perkembangan waktu, peran serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini, peran serta masyarakat diartikan

sebagai partisipasi aktif dari organisasi masyarakat, individu, atau lembaga
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swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi. Peran serta Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting dalam setiap kegiatan
pembangunan, karena mereka berfungsi sebagai kontrol sosial. Kehadiran
Ormas dan LSM diperlukan untuk mendukung tercapainya peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
profesional dan bebas dari korupsi (Muchsin, 2019).

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat memiliki dampak yang
sangat positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semakin
tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemampuan mereka untuk
mengenali dan menanggulangi praktik korupsi. Masyarakat yang memiliki
kesadaran hukum yang baik akan lebih peka terhadap perbuatan korupsi, lebih
berani untuk melaporkan tindakan tersebut, dan aktif dalam upaya pencegahan.
Hal ini juga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan
transparan, serta memperkuat pelaksanaan hukum yang efektif dalam
memberantas korupsi. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi
kunci penting dalam mewujudkan negara yang bebas dari korupsi.

Tantangan Media Massa Dalam Mempublikasikan Tindak Pidana Korupsi

Media sosial berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan
korupsi karena mampu menjangkau audiens luas. Dengan jutaan pengguna
aktif, media sosial menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi dan
melaporkan korupsi. Kampanye di media sosial juga memberi pengetahuan
kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan dugaan
korupsi, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pemerintah. Selain
itu, media sosial memobilisasi gerakan sosial anti-korupsi melalui hashtag, video,
dan postingan informatif, mendorong aksi nyata seperti demonstrasi atau

pelaporan ke lembaga berwenang. Oleh karena itu, media sosial memiliki
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potensi besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi, namun memerlukan
kesadaran dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan
masyarakat (Wijaya, 2024).

Peningkatan pengguna media sosial berkontribusi pada kesadaran
masyarakat tentang korupsi. Kampanye anti-korupsi di platform ini memperluas
pemahaman publik dan mendorong diskusi mengenai integritas dan
transparansi pemerintahan. Semakin teredukasi, masyarakat menjadi lebih peka
dan berani melaporkan korupsi. Media sosial juga menggerakkan gerakan sosial
anti-korupsi dengan hashtag, video, dan postingan yang mengajak orang untuk
terlibat dalam aksi nyata, seperti demonstrasi atau pelaporan ke pihak
berwenang. Dengan potensi besar dalam pengawasan dan pencegahan korupsi,
media sosial dapat lebih efektif jika didukung oleh kesadaran, pendidikan, dan
dukungan dari semua pihak (Cahyadi, 2025).

Media memiliki peran ganda yang sangat penting, selain meningkatkan
kesadaran publik tentang korupsi, penyebab, dampaknya, dan solusi yang
mungkin, media juga berfungsi untuk melakukan investigasi dan melaporkan
dugaan korupsi yang dapat mendukung aparat penegak hukum. Namun, peran
media dalam pencegahan korupsi tidak lepas dari tantangan dan resiko. Media
sering kali menghadapi tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha
menutupi praktik korupsi. Pejabat korup dan kelompok berkepentingan sering
menggunakan kekuatan serta sumber daya mereka untuk membatasi kebebasan
pers dan mengancam kelangsungan media independen. Oleh karena itu,
perlindungan hukum terhadap kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sangat
diperlukan agar media dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dalam
pencegahan korupsi.

Pemanfaatan media sosial untuk pencegahan korupsi di Indonesia

memiliki potensi besar, namun dihadapkan pada tantangan seperti disinformasi
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dan rendahnya literasi digital. Penyebaran berita palsu dapat menimbulkan
kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan merusak reputasi
lembaga atau pejabat tanpa dasar yang jelas. Hal ini mengganggu proses hukum
dan mengalihkan perhatian dari isu korupsi yang sebenarnya perlu diatasi.
Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat, yang membuat
banyak pengguna media sosial kesulitan membedakan informasi benar dan
salah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam diskusi
korupsi tidak tahu cara memverifikasi sumber informasi, sehingga mudah
terpengaruh berita palsu. Ini dapat melemahkan upaya pencegahan korupsi.
Oleh karena itu, pelatihan dan workshop literasi digital sangat penting untuk
meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang beredar
(Wijaya, 2024).

Pada prinsipnya media massa memiliki peran yang sangat penting
dalam pencegahan tindak pidana korupsi, baik dalam meningkatkan kesadaran
publik maupun dalam melakukan penyelidikan dan pelaporan terkait dugaan
korupsi. Akan tetapi media juga menghadapi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan akses, tekanan dari pihak berkuasa, dan ancaman terhadap
kebebasan pers. Agar media dapat menjalankan perannya secara efektif,
perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis sangat
penting. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan pemerintah sangat penting
untuk memastikan bahwa media dapat melaksanakan tugasnya tanpa hambatan.
Meskipun tantangan tersebut besar, media tetap memiliki potensi yang besar
untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi jika diberi ruang yang aman
dan mendukung kebebasan dalam melakukan peliputan.

Simpulan
Peran media massa dalam memberikan edukasi dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi menunjukkan bahwa media
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massa memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas pemahaman
publik mengenai bahaya korupsi. Melalui pemberitaan, kampanye, dan program
edukasi, media mampu menyebarluaskan informasi mengenai dampak buruk
korupsi terhadap masyarakat dan negara, serta pentingnya transparansi dan
akuntabilitas dalam pemerintahan. Media massa juga berperan dalam
mengungkapkan ke masyarakat kasus-kasus korupsi, yang tidak hanya
meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi publik
dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Namun, untuk
memaksimalkan peran ini, diperlukan dukungan terhadap kebebasan pers dan
independensi media, serta perlindungan terhadap jurnalis yang berani
melaporkan kasus korupsi. Dengan demikian, media massa dapat menjadi alat
yang sangat efektif dalam membangun budaya anti-korupsi di masyarakat dan

mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas.

Daftar Pustaka

Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.

Cahyadi, J. (2025). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan
Korupsi di Indonesia. Journal of Management and Creative Business, 3(1), 190-
198.

Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). Pengaruh Media Massa Dalam
Kebijakan Pendidikan. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 57-68.

Muchsin, S. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Lex Et Societatis, 6(9).

Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di
Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 57-73.

Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. Jurnal Ilmu
Politik Dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 17-29.

Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal
Pendidikan Agama Dan Sains, 5(2).

Saputri, R. A., Pratiwi, L. A., & Setianingrum, E. (2023). Peran Media Massa
dalam Mempengaruhi Public Trust di Masyarakat. Pandita : Interdisciplinary
Journal of Public Affairs. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261595508

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam

43


https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat

Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu

Vol. 15 No. 1. Tahun 2025

ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online)
https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat

penelitian pendidikan IPA. Natural Science, 6(1), 41-53.

Seuk, M. F., Koten, Y. A. C. B., Masi, T. K., & Bani, M. D. S. (2023). Peran Serta
Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,
Pendidikan Dan Informatika (Manekin), 2(1: September), 18-22.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai
faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1),
26-53.

Wijaya, R. C. (2024). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan
Korupsi di Indonesia. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(4), 271-
279.

44


https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat

